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Abstract: Professionalism I n Improving Public Service District Community Trust. A professional
public service need to employ personnel who are competent asapolicy implementor. Thisstudy aims
to identify and analyze the implementation of the Administrative Services Integrated Subdistrict
(PATENT) inan effort professionalism of the public servicein Siak and to anayzethefactorsaffecting
such implementation so asto optimize therole of districts asthe leader in providing servicesto the
public. This study used a qualitative method is mainly used to describe (descriptive) and explain
(explanatory). Selection of qualitative methods are used from the desire to analyze and recognize the
problems and justification of the status and practi ces are ongoing, verified and then we got the result
to making aplan in the future. From the research data showed that the imple-mentation of the Patent
in Siak aready well underway. This was evidenced by analyzing the level of compliance of the
bureaucracy and the smooth routine procedure that could have been done according to standard
that has been set. From the results of this study also found that of the four factorsthe data submitted,
the most dominant factor affecting the implementation of this program isthe factor of the executing
agencies. Theimplementor policy of high integrity in carrying out the work assigned to him.

Abstrak: Profesionalisme Pelayanan Publik Kecamatan dalam Meningkatkan Kepercayaan
Masyarakat. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tenaga aparatur yang berkompeten
sebagal implementor kebijakan. Pendlitianini bertujuan untuk mengetahui dan mengandis simplementas
Program Pelayanan Administras Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam upayaprofesionalisme pelayanan
publik di Kabupaten Siak dan untuk mengandisisfaktor-faktor yang mempengaruhi implementas tersebut
sehingga dapat mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat terdepan dalam memberikan
pel ayanan kepadamasyarakat. Penelitianini menggunakan metode kualitatif terutamadigunakan untuk
menggambarkan (deskriptif) dan menjelaskan (explanatory). Pemilihan metode kualitatif digunakan
berangkat dari keinginan untuk menganaisis sertamengena masalah dan mendapat pembenaran terhadap
keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, mel akukan verifikas untuk kemudian didapat
hasil gunapembuatan rencana padamasayang akan datang. Dari hasil penelitian diperoleh databahwa
implementasi Program PATEN di Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan
menganalisistingkat kepatuhan birokrasi dan kelancaran prosedur rutinitasyang sudah bisaterlaksana
sesual standart yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan data bahwa dari empat
faktor yang digjukan, faktor paling dominan mempengaruhi implementasi program ini adalah faktor
instans pelaksana. Paraimplementor kebijakan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan
pekerjaan yang diberikan kepadanya.
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah
menuju tatakel olapemerintahan yang baik terus
mengal ami perkembangan. Pemerintah pusat
telah membuat berbagai kebijakan untuk men-
jawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat |uas
yang semakin meningkat. Di bidang pelayanan
misalnyaPemerintah Pusat telah mengel uarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administras
Terpadu K ecamatan (PATEN). Dikedluarkannya
kebijakan ini bertujuan agar pemerintah daerah
dengan segenap kekuatan bertekad meng-
optimalkan peran kecamatan sebagal perangkat
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terdepan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam peraturan ini disebutkan
adanyapende egasian atau pelimpahan sebagian
wewenang bupati kepada kecamatan, yang
meliputi bidang perizinan dan non perizinan.
Pelimpahan sebagian kewenangan bukan berarti
memindahkan kekuasaan kepadacamat, tetapi
| ebih kepada pendi stribus an wewenang bupati
yang sdlamaini dititipkan kepadadinas/lembaga
teknisdaerah. Tentunyasemuaini dalam skala
dan kriteriayang rel evan dengan kemampuan
kecamatan, dimanaujungnyaada ah mendekat-
kan pelayanan dengan sumber kebutuhan
masyarakat.
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Sebagai daerah yang sangat berkomitmen
dadam ha pelayanan publik, Pemerintah Kabu-
paten Siak merespon Permendagri No. 4 Tahun
2010 dengan mengel uarkan Peraturan Bupati
Siak No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati kepadaK eca-
matan untuk M el aksanakan Urusan Pemerintah
Daerah. Dikeluarkannya Perbub ini dengan
harapan kecamatan dapat meningkatkan mutu
pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau dan
pro-fessond. Peran dantugasyang dilaksanakan
nantinyamampu mewujudkan pelayanan publik
yang profesional sesuai dengan Visi Pemba-
ngunan Jangka M enengah Pemerintah Kabu-
paten Siak Tahun 2011-2016, yaitu “ Ter-
wujudnya masyar akat Kabupaten Sak yang
sehat, cerdas, dan sgjahtera dalam lingku-
ngan masyarakat yang agamis dan ber-
budaya Melayu serta sebagai kabupaten
dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi
Riau Tahun 2016” .

Maksud diberikannya sebagian besar
kewenangan bupati kepada camat adal ah untuk
|ebih mendekatkan pelayanan kepadamasya-
rakat karenakecamatan adal ah ujung tombak
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Muaranya adalah memperpendek prosedur
birokras yang selamaini dinilal berbdit-bdlit serta
memakan waktu yang lama. Kewenangan yang
di limpahkan kepada camat sesuai Peraturan
Bupati Siak No42 Tahun 2011 adalah : 74 jenis
kewenangan aspek perizinan, 22 jenis kewe-
nangan aspek rekomendasi, 16 jeniskewena-
ngan aspek pembinaan, 29 jeniskewenangan
aspek fadilitad, 5jeniskewenangan aspek pene-
tapan, dan 25 jenis kewenangan aspek penye-
lenggaraan. Dengan dilimpahkannyabeberapa
jeniskewenangan tersebut kepada paracamat,
maka diharapkan kecamatan dapat meni-
ngkatkan mutu pel ayanan kepadamasyarakat.

Implementasi dari Perbub Siak No. 42
Tahun 2011 sebagiannya sudah berjalan se-
baga manayang dicanangkan. Misalnyadaam
hal percepatan pelayanan di bidang perizinan
kepadamasyarakat, Pemerintah Kabupaten Siak
telah membentuk Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).
Diharapkan dengan pendirian badan ini pela-

yanan perizinan dapat cepat dan tepat waktu.
Sdanjutnyate ah dilakukan pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada camat melalui
Program PATEN.

Sgjak diluncurkan sampai sekarang Prog-
ram PATEN di Kabupaten Siak sekilasdiamati
sudah berjaan sesual dengantujuanyang ditetap-
kan. Bahkan karenakeseriusan pel aksanaannya,
programini telah pulamendapat pengakuan dari
berbagai pihak. Bersempenadengan HUT Pro-
vins Riautahun 2013 yang lalu, duakecamatan
di Kabu-paten Siak mendapat penghargaan dari
Peme-rintah Provins Riau, yaitu Kecamatan
Siak sebagai kota percontohan pelaksanaan
PATEN di Proving RiaudanKecamatan Tudang
sebagal kecamatan terbaik se-Riau dalam hal
penyed e-nggaraan kinerjadi bidang peayananan.
Pe-nghargaan atas keberhasilan program
PATEN jugadiberikan oleh Kementerian Ddam
Negeri (Kemendagri) Rl melalui Direktorat
Jendera Pemerintah Umum (PUM) tanggal 28
Februari 2012.

Walaupun sudah mendapat pengakuan akan
suksesnyaProgram PATEN ini, tentu sgjadalam
implementasinyamasih terdapat berbagal ken-
dda. Satu hambatan diantaranyaadal ah sarana
dan prasaranaseperti gedung kantor yangmasih
kurang memadai. Belumlagi banyak fasilitas
kantor seperti listrik, air, tempat parkir, dan se-
bagainyayang tidak lengkap. Hal ini tentunya
akan menyebabkan tidak maksimalnya pela-
yanan oleh pegawai, sehingga tidak tercipta
Suasanayang nyaman sertarepresentatif dalam
pelayanan. Kondig ini jugatidak menumbuhkan
semangat baru dalam bekerja bagi aparatur,
sehinggapelayanan publik sertadisiplin pegawa
kurang berjdanmaksmal.

Aparatur pemerintah dituntut untuk bisa
memberikan pelayanan primakepadamasya-
rakat, sehinggakepercayaan masyarakat men-
jadi lebih baik lagi. Untuk itulah, aparatur pe-
merintah dituntut mampu menegakkan disiplin
dan meningkatkan kinerjanya secara berke-
lanjutan. Sgialan dengan hal tersebut, agar pda
yanandandisiplinini dgpat berjdan denganbalk,
tentulah didukung denganfasilitaskerjayang baik
pula. Karenafasilitas kerjamerupakan faktor-
faktor yang tidak dapat dipisahkan dari dunia
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kerjadan merupakan hd yang vita bagi pegawai
untuk menye esaikan tugas-tugasnya.

Masdahlanyangmembuat Program PATEN
didugakurang maksmd terimplementas addah
rendahnyakomitmen gparatur dalam melayani.
Tingkat kepedulian dan keprofesionalan pegawal
dadamupayapeningkatan pelayananmasih sering
dikeluhkan masyarakat. Belumlagi mash kerap
terjadinya penyelewengan-penyelewengan
prosedur yang dilakukan aparatur yang tidak
pada tempatnya. Padahal fungsi dan bentuk
pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah
haruslah profesional dan berkeadilan. Kom-
petens yang dimiliki oleh aparat pelaksanase-
carasgnifikan sangat menentukan keberhasilan
implementas program PATEN (Miranti, 2015).
Kondis ini membuat prosesimplementas Prog-
ram PATEN di Kabupaten Siak, yangwalaupun
nampaknyasudah berja an dengan baik, namun
measih dihadapi dengan berbagal persod anyang
mesti segeradibenahi.

Implementasi kebijakan dapat diartikan
sebagai suatu rangkai an kegiatan setelah suatu
kebijakan dirumuskan. Tanpasuatu implemen-
tad, makasuatu kebijakan yang telah dirumuskan
akan berakhir sia-sia(Sujianto, 2008). Karena
itulah, menurut Nugroho (2008), implementas
kebijakan sesungguhnya bukan sekedar ber-
hubungan dengan mekani sme penjabaran atau
operasional dari kepu-tusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutinlewat saluran birokras.
Lebihdari itu, iajugamenyangkut masal ah kon-
flik, keputusan, dan Sgpayang akan memperoleh
apa dari suatu kebijakan (Nugroho, 2008).
Ddam hal ini padadasarnyaia ah kemampuan
para pembuat kebijakan untuk membangun
hubungan dalam matarantai sebab-akibat agar
kebijakan bisaterlaksana. Sebab implementas
akan semakintidak efektif jikahubungan antara
semuaagen yang menjaankan kebijakanjustru
menghasilkan “deficit implementas” (Parson,
2006).

Subarsono (2012) mengemukakan bahwa
implementas merupakan suatu tahgpan diantara
pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari
kebijakan. Dimanaiamenempatkan implemen-
tas padatabah ketigadalam proseskebijakan.
Tahap pertamapenyusunan agenda, tahap kedua

fomulas kebijakan, tahap ketigaimplementas
kebijakan dan tahap keempat dampak dari ke-
bijakan. Selanjunya ditegaskan Subarsono
(2012) bahwaimplementas yang berhasil tidak
hanya ada dua perspektif, yaitu keberhasilan
diukur melaui tingkat kepatuhan birokras level
bawah terhadap birokrasi level atasdan keber-
hasilanimpelementas dicarikan oleh kelancaran
rutinitas dan tidak adanyamasa ah. Pendapat ini
sesual dengan apayang dikemukakan olen Nogi
(2003), bahwa implementasi yang berhasil
mengarah padakinerjayang diinginkan dari suatu
program dan dampak dari program tersebut. Hal
ini sesual puladengan pandangan Parson (2006)
bahwa implementasi kebijakan seharusnya
mempunyal tujuan yang jelasdan dgpat dipahami
dengan baik oleh pembuat kebijakan, pelaksana
kebijakan, sertapenerimakebijakan.

Penditianini bertujuan untuk mengetahui
danmengandissimplementas Program PATEN
sebagal upayaprofesiondismepeayanan publik
di Kabupaten Siak dan untuk menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhinyabaik terkait
persoaaninternal maupun eksternal, sehingga
dapat mengoptima kan peran kecamatan sebagal
perangkat terdepan dalam memberikan pela-
yanan kepadamasyarakat.

METODE

Pel aksanaan penelitian ini menggunakan
metode kualitatif yang digunakan untuk meng-
gambarkan dan menjelaskan. Alasan pemilihan
metode kuditatif ini adaah keinginan untuk me-
nganalisissertamengena masa ah dan mendapat
pembenaran terhadap keadaan dan praktek-
praktek yang sedang berlangsung sertamela-
kukan verifikas untuk kemudian didapat hasil,
gunapembuatan rencanapadamasayang akan
datang. Metode kualitatif padadasarnyameru-
pakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati
(Moleong, 2005). Pendekatan kuditatif berakar
dari data, danteori berkaitan dengan pendekatan
tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah
untuk menjelaskan proposisi atau perangkat
proposisi yang dapat diformulasikan secara
deskriptif ataupun secaraproporsional.
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Untuk mel akukan pendlitianini diperlukan
data, baik yang sifatnyadata sekunder seperti
laporan kerja, dokumen dan semacamnyamau-
pun dataprimer terutamadari hasi| wawancara
yang dilakukan kepadainforman. Tehnik yang
digunakan dalam memperoleh informan pe-
nelitianini adaahtehnik snowball samplingyaitu
sebuahtehnik penentuan sumber informas seperti
bolasdjuyang menggdinding untuk menemukan
sumber informasi yang paling tepat dalam
memberikan tanggapan. Setel ah dataterkumpul
dari setiap infoman penelitian, kemudian akan
digunakan metodetriangulas dengan ceck and
cross ceck terhadap hasil tanggapan yang di-
berikaninforman penditian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
ProfesonalismePdayanan Publik K ecamatan

Implementasi secaraumum dapat diartikan
sebagal suatu rangkaian aktivitasdalamrangka
menghantarkan kebijakan kepadamasyarakat,
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa
basi| sebagaimanadiharapkan. Rangkaian ke-
giatan tersebut mencakup, Pertama, persiapan
seperangkeat peraturan lanjutan yang merupakan
interprestas dari kebijakan tersbut. Kedua, me-
nyiapkan sumber dayagunamenggerakan ke-
giatanimplementad termasuk diddamnyasarana
dan prasarana, sumber dayakeuangan dan tentu
Sgjapenetapan siapayang bertanggung jawab
mel aksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga,
baga manamenghantarkan kebijaksanaan secara
kongkrit ke masyarakat.

Dalam sebuah proses kebijakan, imple-
mentasi merupakan tahap ketiga. Secaraber-
turut-turut tahap implementas add ah: tahap per-
tamapenyusunan agenda, tahap keduafomulas
kebijakan, tahap ketigaimplementas kebijakan,
dan tahap keempat dampak dari kebijakan.
Daamimplementas Program PATEN sebagai
upaya profesionalisme pelayanan publik di
Kabupaten Siak, penulismenggunakan konsep
Subarsono (2012) yang menjelaskan bahwa
keberhasilanimplementas kebijakan ditentukan
paling tidak oleh duahal, yaitu kepatuhan birok-
ras dan kelancaran prosedur rutin.

Kepatuhan Birokrasi

K epatuhan implementor merupakan ujung
tombak bagi kemudahan pengurusan perizinan
di seluruh kecamatan K abupaten Siak yang me-
rupakan gardaterdepan dalam pemberian pe-
layanan dari Program PATEN. Apabila ke-
patuhan implementor rendah, makadapat di-
pastikan akan sangat menghambat proses
pel ayanan perizinan dan non-perizinan, sehingga
masyarakat dan duniausahajadi enggan untuk
menguruskeperluannya. Karenaitu hendaknya
pihak organisasi pelaksana Program PATEN
harus terus dapat me-monitoring setiap ke-
giatan yang dilakukan oleh semuaaparaturnya
untuk menghindari terjadinyaapayang disebut
sebaga md-adminigtras aautindakanmelanggar
administrasi. Proses monitoring ini penting
dilakukan dalam upayamencegah, memperkecil,
dan menanggulangi terjadinyama-administras
dalam pel ayanan perizinan dan non-perizinan.

K epatuhan dalam mengimplementasikan
kebijakan yang sudah ditetapkan sangat di-
perlukan, baik bagi pihak pelaksanaatau mas-
yarakat dan dunia usaha penerima layanan.
Karenadengan kepatuhan yang adatentunya
akan mempermudah prosesimplementas yang
dilakukan, baik dari tahap pengendan program,
sosialisas program hinggakepada penerapan
program. Proses kepatuhan Program PATEN
akan terwuj ud gpabilasetigp implementor dapat
menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat di
dalam kebijakan yang telah dirumuskan, serta
prosessosdisas yang benar kepadamasyarakat
penerimaprogram. Oleh sebab itu, dalam me-
rangsang tingkat kepatuhan yang tinggi dibutuh-
kan ketegasan dan keseriusan dari pimpinan
birokras untuk bisamenerapkan kebijakanyang
sudah dibebankan. Apabiladitemukan bentuk
penyimpangan dalam kepatuhan pel aksanaan
program hendaknya diberikan sanksi yang
sesual dengan peraturan yang berlaku.

Pada Program PATEN ini, kepatuhan
birokras yang dimaksud |ebih difokuskan dari
kepatuhan akan tujuan dan sasaran yang akan
dicapal dan kepatuhan akan tugas dan fungsi
yang sudah ditetapkan. Menilai kepatuhanim-
plementor pada keduaaspek tersebut tentunya
Setigpimplementor harusmemahami denganbaik
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dan benar apayang menjadi tujuan dan sasaran
sertatugasdan fungs dari pelaksanaan program
ini. Dimanasecarasederhanatujuan dari Program
PATEN ini bukan hanyasekedar pel ayanan dan
kemudahan yang diberikan kepadamasyarakat
dan duniausaha, melainkan sebuah komitmen
untuk memutuspanjangnyarantai birokras pela
yanan perizinan dan non-perizinan. Implementas
dari tujuan yang telah ditetgpkan itu adad ah setigp
petugas pel aksana harus bisamenyakinkan ke-
pada masyarakat dan dunia usaha bahwa pe-
merintahterusberupayame akukan berbaga ino-
vas sstem pelayanan agar |ebih memudahkan
semuapihak.

Program PATEN di Kabupaten Siak me-
rupakan pelimpahan kewenangan padakeca-
matan dengan sistem pelayanan satu pintu.
Setidaknyaada 74 perizinan dan non-perizinan
yang langsung dikel olaoleh pemerintah keca-
matan tanpa harus persetujuan kabupaten.
Sistem yang dipakai terusdikembangkan sampai
dengan saat ini sudahviainternet, dimanadengan
sistemonlineini, wargadi manasgjadapat me-
ngakses dan mengajukan pelayanan asalkan
terkoneks denganjaringan internet. Pengguan
perizinan tersebut dibuat dengan limit waktu
penyel esaian yang sudah ditentukan sesual de-
ngan standar operas prosedur yang ditetapkan,
dan dari waktu ke waktu prosesnyaterus di-
permudah.

Berjaan dan terusberkembangnyaimple-
mentas program PATEN ini adaah wujud dari
kepatuhan birokrasi terhadap tugas yang dibe-
bankan. Hal yang paling utama dari penye-
lenggaraan pelayanan publik ada ah kuditasdari
penyelenggarapel ayanan tersebut (aparat), yang
harus menyadari bahwadirinyaadal ah sebagai
pelayan bagi masyarakat dan masyarakatlah
yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya
(Ihsanuddin, 2014). Karenakepatuhan birokras
ini, makamasyarakat penerimapel ayanan puas
terhadap pelayanan yang diberikan birokrasi.
Mereka umumnya sangat senang dengan
pel ayanan petugas karena kebutuhan mereka
akan keperluan perizinan dan non-perizinan
secaraprofesiond dilayani dengan baik. Hampir
tidak ditemukan hambatan dalam pengurusanizin
apapun karena standar operasional pelayanan

sudah dimuat sedimikian terang dan petugasyang
melayani jugabekerjasecaraprofesond. Bahkan
untuk mempermudah masyarakat |agi, petugas
tidak jarang melakukan jemput bola, dengan
menyediakan mobil operasiond pelayanan.

Kelancaran Prosedur Runtinitas
Kelancaran prosedur rutinitas adalah
memfungskaningand-indang yangterkait ddam
implementas PATEN di Kabupaten Siak, seperti
camat, kelurahan, desa dan pemerintah kabu-
paten sendiri. Artinyasetiap unit kerjamemiliki
tanggung jawab dan wewenang dalam mengim-
plementasikan program PATEN harus benar-
benar terlibat, supayakelancaran program ini
dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Kelan-
caran prosedur rutin yang dilaksanakan juga
membutuhkan koordinasi yang baik, karena
koordinas yang dilakukan akan membuat proses
pel aksanaan program PATEN dapat berjalan
sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Koor-
dinas yang dilakukan mengarah kepadaunit-unit
kerjayang terlibat dalam pengimplementasian
program PATEN di lingkungan masyarakat.
Sebab koordinas yang dilaksanakan akan men-
cegahterjadinyatumpang tindih atau overleving
pekerjaanyang ditangani oleh unit-unit kerjayang
bertindak sebagai implementor. Selainitujuga
adanya koordinasi akan sangat mendukung
terciptanyapel aksanaan tugas sesual dengan gpa
yang dibebankan, dalam upaya menghindari
konflik dalam pel aksanaan tugasyang diberikan.
Prosedur rutinitasyang dilakukan dalam
pel aksanaan program PATEN adal ah memper-
mudah pekerjaan administrasi berupayapela
yanan pengurusan perizinan dan non-perizinan
kepadamasyarakat dan duniausaha. Dengan
adanya kemudahan dan kecepatan dalam pe-
layanan yang diberikan akan memberikan
kepuasan kepada penerima pelayanan. Hal ini
penting disampaikan karena pel aksanaan Prog-
ram PATEN ini awa mulanyadilakukan dengan
berbagai kajian, terutamamenyangkut dengan
apa-apa pelimpahan dan kewenangan yang
diberikan sesuai aturan dan perundangan. Pe-
merintah Kabupaten Siak menyadari bagaimana
birokras dan pengurusanitu rumit dan memerlu-
kanwaktulama. Agar hal itutak terjadi, maka
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dilakukan pelimpahan kewenangan pada ke-
camatan dan memberikan pelayanan satu pintu
bagi masyarakat dan duniausaha. Sebagai per-
panjangan tangan pemerintah, kecamatan
merupakan pelaksanafungs dan peran strategis
dalam menyinergikan program dari pemerintah
dalam meningkatkan fungsi profesiona dan
pelayanan.

Program PATEN ini menuntut camat dapat
mewuj udkan pelayanan primadengan menerap-
kan standar operating prosedur (SOP) yang
setarakualitasnya. Padaberbagal kesempatan
pemerintah kabupaten menghi mbau kepada pe-
tugaspe aksanaagar kuditaspel ayanan semakin
hari hendaknya harus semakin baik, karena
pelayananini adaahtugasdari pemerintah. Ka:
renaitu, pegawa kecamatan sebagai petugas
pelayanan di lapangan tentunyamemahami betul
dalam mel aksanakan tugas dan fungsinyater-
hadap pelayanan dalam program ini. Intinya
addah pdayananjangandipersulit dandiperlama
Bilaseharusnyasehari bisasdesal, makaharus-
lah diselesaikan hari itu juga, bahkan jikaperlu
diselesaikan dalam hitungan jam. Pember-
lakukan prosedur dan mekanismeyang berlaku
untuk memberikan rasa adil pada saat mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat harus
menggunakan standar-standar yang telah di-
tetapkan (Juliansyah, 2012).

Sqak diberlakukannyaProgram PATEN ini
di Kabupaten Siak, manfaatnyasudah dirasakan
langsung oleh masyarakat. Penelusuran di lapa-
ngan hmenyebutkan hampir ssmuamasyarakat
puasdengan pel yanan yang diberikan oleh petu-
gas. Hampir tidak ditemukan adanya sentimen
nadamiring. Di balik peningkatan pelayanan,
tentu sarana dan prasarana IT sangat men-
dukung. Karenaitu nantinyasaranal T ini juga
dilengkapi di ssmuakecamatan, ditunjang dengan
kendaraan mohil pelayananyang menjangkau ke
kecamatan dalam memberikan pelayanan
terpadu kepadamasyarakat.

Pel aksanaan program PATEN ini sendiri
merupakan komitmen dari kepaladaerah ddam
memberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk mengurusperizinan administras yang di-
perlukan. Komitmenini sendiri merupakan kunci
utamada am kebijakan yang dibuat, sebab bila

tanpaadanyakomitmen yang kuat sudah pasti
program ini tidak akan terealisasi. Semuaitu
terbukti karenasetelah programini jalan, pe-
merintah kabupaten saanjutnyamenatayang ha
lainnyaagar menjadi lebih mudah. Sejak pem-
berlakuannya, manfaat program PATEN lang-
sung dirasakan masyarakat. Tidak adalagi sen-
timen negatif tentang layanan perizinan yang
dilakukan aparat birokrasi. Program tersebut
bisaberjalan dengan baik karenaprosedur yang
mudah dan saranadan prasaranaterusdileng-
kapi. Bahkan untuk setiap kecamatan saat ini
jugadisediakan mobil pelayanan PATEN untuk
memberikan pelayanan terpadu kepadawarga.
Secaraprosedural-struktural, mekanisme
dari program PATEN ini adalah pelimpahan
kewenangan dari kepal adaerah kepadacamat.
Memang pemangkasan kewenangan ini sekilas
mengurangi volume pekerjaan bupati, namun
dampak positifnyape ayanan kepadawargabisa
lebih optimal. Bisadibayangkan jikaperizinan
usahasgaharusmeaui persetujuan bupati, tentu
akan memakan waktu lama, sebab pekerjaan
bupati bukan hanyamengurusi persoalan pe-
rizinan sgja. Masih banyak pekerjaanlain yang
jugabisadisdesaikan tentunyajikapelayanan
perizinan sudah terlaksanadengan baik.

Faktor-Faktor yang Mempengar uhi Pro-
fesonalismePdayanan Publik K ecamatan

Profesionalisme pelayanan publik keca-
meatandilihat dari Program PATEN di Kabupaten
Siak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
Dimana faktor-faktor tersebut bisa sgja me-
nyebabkan terjadinya kegagalan dan keber-
hasilan dalam mengimplementasikan program
tersebut. Pada sub bab keduaini penulismen-
cobamengkgi faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi Program PATEN di Kabupaten
Siak berdasarkan konsep Nugroho (2008). Di-
sebutkan bahwa yang mempengaruhi keber-
hasilanimplementas kebijakan padadasarnya
dapat dilihat dari duafaktor, yaitufaktor indangti
pel aksanadan lingkungan.
Faktor Instans Pelaksana

Sejak melaksanakan program PATEN,
Kabupaten Sak kini menjadi pusat pembelgaran
bagi daerahlain. Puluhan pemkab, pemkot, dan
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pemprov silih berganti berkunjung untuk belgjar
tentang program tersebut. Bahkan, pemerintah
pusat melaui Kemendagri telah menunjuk Ka:
bupaten Siak sebagai pilot project (tempat
percontohan) program PATEN. Karenaprog-
ram ini dirasakan selain dapat memudahkan
masyarakat dalam mengurus dan membuat
berbagai perizinan, juga berdampak positif
terhadap waktu dan perekonomian di masya-
rakat. BiladahulunyaK abupaten Siak selaluke
Pulau Jawadan sddu ke uar deerah untuk belgar
tentang ilmu pemerintahan, kini justru daerahini
yang menjadi tujuan kunjungan studi banding bagi
daerahlainyangadadi Indonesia.

Tercatat hinggakini sudah 56 daerah di
Indonesia yang melakukan studi banding ke
Kabupaten Siak untuk menggali dan belgjar
tentang PATEN. Hal ini tentunya membawa
pengaruh positif bagi perkembangan pemba-
ngunan dan pel ayanan yang berlangsung di Ka-
bupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak me-
nyadari sepenuhnyabahwaprestas yang mem-
banggakanini tidkaterlepasdari petugasyang
berkuaitasdan memiliki integritas. Kualitasdan
integritas kerjabisadicapai apabilapimpinan
mampu memupuk tanggung jawab dan keperca-
yaan kepadagparaturnya. Sebab dengantanggung
jawalb dan kepercayaan yang diberikan, gparatur
akan bekerjadengan maksimal dengan meng-
gunakan segalapotens dan kekuatanindividu

yangdimilikinya

Faktor Lingkungan

Program PATEN padaprins pnyamerupa:
kan bagian dari visi dan misi Kabupaten Siak
yangingin mewujudkan pelayanan publik terbaik
di Provins Riau. Filosofi adanyaprogramini
berangkat dari fenomenaterdapatnyabanyak
kenda adal am pelayanan publik seperti keadaan
geografisdan infrastruktur kabupaten, yakni
jarak antar kecamatan keibukotakabupatenya-
ng cukup jauh. Bisadibayangkan seorangwarga
yangtinggal di perbatasan kabupaten tetangga,
makauntuk mengurussuatuiziniaharusmenem-
puh jarak puluhan kilometer dengan memakan
waktu hingga setengah hari menuju ibukota
kabupaten. Kondis ini tentunyamenyitawaktu
dan biayayang besar.

Program PATEN di Kabupaten Siak men-
dapat respon yang baik dan didukung secara
penuh oleh Pemerintah Proving Riau. Mengingat
sangat besarnya manfaat penyelenggaraan
PATEN ini, makaGubernur Riaumenge uarkan
Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 100/
TAPEM/0604 tanggd 15 Februari 2010tentang
Implementasi K ebijakan Pelimpahan Sebagian
K ewenangan Bupati/\Wdikotakepadacamet dan
Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2012
tentang Pelayanan Administras Terpadu Keca
matan. Kedua peraturan ini dikeluarkan agar
seluruh kecamatan di Proving Riau sudah me-
nerapkan program PATEN seperti yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak
sebagai pilot project di Indonesia.

Respon dan dukungan yang diberikan Pem-
prov Riau terhadap program PATEN di Kabu-
paten Siak merupakan bentuk komunikas yang
penting dalam implementasi kebijakan terkait
dengan faktor lingkungan. Bilakomunikasi ini
didukung dengan sikap implementor yang pro-
fessiona tentu akan menambah tingkat keber-
hasilan dari program yang dijalankan. Karena
dengan sikap yang ramah, sopan dan santun
akan membuat masyarakat antusias untuk me-
ngurus keperluan administrasinya secepat
mungkin. Skap yang baik aparatur dalam proses
pelayanan akan memberikan kerel aan kepada
masyarakat untuk memenuhi segalakebijakan
yang dibuat pemerintah. Namun sebaliknya
apabilasikap yang ditunjukkan aparatur tidak
baik, makaakan muncul keengganan masyaraket
untuk berpartispas dalam semuakegiatan pem-
bangunan.

SIMPULAN

Implementasi Program PATEN sebagai
upayaprofesionaisme pelayanan publik di Ka-
bupaten Siak dapat dikatakan sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan keinginanan mas-
yarakat. Pihak pel aksanakebijakan atau imple-
mentor sudah mampu mel aksanakan kebijakan
tersebut sesual dengan prosedur yang berlaku
wal aupun dalam pel aksanaannyamasih mem-
butuhkan pembenahan-pembenahan. Hal itu
dapat dilihat dari tingkat kepatuhan birokras dan
kelancaran prosedur rutinitas bisadilaksanakan
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sesual standar yang telah ditetapkan. Dari hasi
penelitian jugaditemukan faktor yang mempe-
ngaruhi implementasi paling dominan adalah
faktor instansi pelaksana. Instansi pelaksana
kebijakan mampu memberikan kontribus yang
positif kepadasumberdaya pel aksanakebijakan,
dimanaparaimplementor kebijakan memiliki
profesionalismeyangtinggi dalam memberikan
pelayanan.
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